MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 58 TAHUN 2024
TENTANG

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 828 Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan
Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun
2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis
Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

S. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 203),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETA
JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN. ‘

Menetapkan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan
di lingkungan  Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, meliputi:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;

c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;

d. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan

e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA wajib digunakan sebagai bahan dalam
melaksanakan penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil
Negara, pengangkatan dan penetapan ke dalam jabatan
di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Uraian jenis kegiatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA digunakan sebagai bahan dalam
penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara dan
penentuan peran/target dalam pengelolaan kinerja pegawai
di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Uraian jenis kegiatan jabatan bagi jabatan fungsional
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional.



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
bertanggung jawab terhadap koordinasi pembinaan peta
jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian,;

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertanggung
jawab terhadap administratif dan monitoring pelaksanaan
peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pimpinan unit kerja
dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
Keputusan Menteri ini berlaku harus telah menyampaikan
daftar usulan pengangkatan dalam jabatan
fungsional/jabatan pelaksana kepada Sekretaris Direktorat
Jenderal Perkeretaapian guna proses lanjut sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Daftar usulan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN disusun dengan
memperhatikan:

a. standar kompetensi jabatan;

b. peta jabatan;

c. penetapan kebutuhan oleh Menteri Perhubungan untuk
jabatan pelaksana,;

d. penetapan kebutuhan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk jabatan
fungsional; dan

e. persyaratan lain yang dibutuhkan untuk jabatan yang
dimaksud.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
Pegawai yang memangku jabatan fungsional/jabatan
pelaksana pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat
dalam jabatan baru berdasarkan Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 133 Tahun 2022 tentang Peta
Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

KEDUA BELAS . . .



KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Sekretaris Jenderal;

Inspektur Jenderal,

Direktur Jenderal Perkeretaapian;

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;

Sekretaris Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan

Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.
2.
3.
4.
S.
6.

esuai dengan aslinya
BIRO HUKUM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN

A. PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

| SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

I
[ [ [ l

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN KEPALA BAGIAN HUKUM BERALS uemsmmumum
r_ Jabatan Jabatan I—_ Jabatan l— Jabatan

| Analis Angzaran AhE Macya Analis Anggaran Ahl Madya Analis Hukum Ahli Madya Analic SDM Aparatur Ahii Madya

Ansiis Anggaran Ahli Muda Analis Anggaran Ahli Muds Anakis Hulum Ahli Muda Anahs SDM Aparatur Ahii Muda

Analis Anggaran AbL Pertama Analis Angzaran Ahli Pertams Analis Huloum Ahli Pertama Analic SDI Aparatur Anli Pertama

Anais Kebyjakan Al Madya Analis Pengelolaan Keuangsn APEN AhX Madys Arsiparis Pertama Arsiparic Ahl Madya

Anslis Kebijakan Ahli Muda Analis Pengelclasn K APBN Ahl Muda Penerjemah Ahli Muda Arsiparis Ahli Muda

Analic Kebijakan Ahli Pertamsa Anslic Pengelolaan Keuangan APEX Ahl Pertama Penerjemah Ahli Pertama |Arsiparis Ahli Pertama

Perencana Ahli Muda Penata Laksana Barang Penyelia Perancang Py Perund Anli Madya | Arsiparis Mahir

Perencans Ahli Pertama Penata Laksana Barang Mahir P P Perund a Ahli Muda | Arsiparis Terampil ﬂ

Pranata Komputer Ahli Madya Penata Laksana Barang Terampil P E Perund d Anli Pertama Penata Laksana Barang Penyeila

Pranata Kemputer Ahli Muda Pranata Keuangan APBN Pengelia Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya [rmmuks-msmngnm

Pranata Komputer Ahli Pertama Pranata Keuangan APBN Mahir E H Masyarakat Ahli Muda |Penata Laksans Barang Terampil
Komputer Pelal / T¢ NP Pranata Keuangan APBN Terampil Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Penge Pengadaan B g/ Jasa Ahl Muda

Statistis: Ahli Madya Pranata Komputer Ahli Pertama |[Penelash Telaus Kebjakan Pengelola Pengadsan Barsng/Jasa Ahli Pertama

Statistici Ahli Pertama Penata Layanan Operasicnal’) |Penata Layanan Operasional’) Pranata Komputer Ahli Pertama

Penelagh Telmis Kebi Pensoiah Data dan Informan Pengolah Data dan Informasi

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Penzelols Layanan Operasional’] |Pengadministrasi Perkantoran

Penata Layanan Operasional’) |Pengadmnistrasi Perkantoran

Pengolah Data dan Informasi

Pengelola Layanan Operasional’) |

- i

*) merupakan jabatan pada usulan kebutuhan tahun 2024
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Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

SATUAN
NO URAIAN JENIS KEGIATAN HASIL KERJA
1 |Menyiapkan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengembangan Laporan
sistem informasi evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2 | Menyiapkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Laporan
Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
3 | Menyiapkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, advokasi, Laporan
perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga di bidang perkeretapian
4 | Menyiapkan dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri di Laporan
bidang perkeretaapian
5 | Menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, standar Laporan
kompetensi jabatan, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengendalian gratifikasi
di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
6 | Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan Laporan
urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana,
kesejahteraan sumber daya manusia serta pengadaan barang milik negara di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
7 | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis Laporan

maupun lisan




2.

3.

Kepala Bagian Perencanaan

SATUAN
NO URAIAN JENIS KEGIATAN HASIL KERJA

1 | Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja Dokumen
jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana
regional dan lokal di bidang perkeretaapian

2 | Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program pinjaman luar negeri dan dalam negeri Dokumen
Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan, serta penyusunan Dokumen
program prioritas tahunan

4 | Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen anggaran Dokumen

5 | menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan dan pengelolaan data dan teknologi informasi di Dokumen
bidang perkeretaapian

6 |Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Dokumen
Perkeretaapian

7 | Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Laporan
Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

8 |Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis Laporan
maupun lisan

Penelaah Teknis Kebijakan
SATUAN
NO URAIAN JENIS KEGIATAN HASIL KERJA
1 | menginventarisasi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait Dokumen

dengan rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja jangka menengah, tinjau ulang rencana
kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian,
program pinjaman luar negeri dan dalam negeri, program pembangunan, program prioritas




NO

URAIAN JENIS KEGIATAN

SATUAN
HASIL KERJA

tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen anggaran, evaluasi dan pelaporan Kkinerja,
laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk digunakan sebagai
landasan hukum pengambilan keputusan

mengumpulkan bahan-bahan kerja termasuk data-data dan informasi serta permasalahan
terkait rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja jangka menengah, tinjau ulang rencana
kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian,
program pinjaman luar negeri dan dalam negeri, program pembangunan, program prioritas
tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja,
laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan prosedur yang
berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan

Dokumen

memilah-milah permasalahan obyek kerja pada masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan
fungsi organisasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan penyelesaian
tugas

Dokumen

mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja pada masing-
masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi agar memperlancar pelaksanaan
tugas, termasuk mengecek kebenaran dan keabsahan terhadap obyek kerja sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah obyek kerja tersebut sudah memenuhi
persyaratan

Dokumen

mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja pada masing-masing bidang
sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menyelesaikan pekerjaan

Dokumen

menyusun konsep pemecahan masalah terhadap objek kerja pada masing-masing bidang sesuai
dengan tugas dan fungsi organisasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai hasil
telaahan

Dokumen

menyusun konsep rekomendasi atas hasil telaahan obyek kerja pada masing-masing bidang
sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai hasil
telaahan untuk bahan pertimbangan kebijakan pimpinan

Dokumen




SATUAN
NO URAIAN JENIS KEGIATAN HASIL KERJA
8 | melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan pada masing-masing bidang sesuai dengan tugas Laporan
dan fungsi organisasi kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban _
9 | melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis Laporan
maupun lisan
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
SATUAN
NO URAIAN JENIS KEGIATAN HASIL KERJA
1 |Melakukan pengumpulan dan pengklasifikasian bahan penyusunan program kerja sesuai Dokumen
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
dengan baik
2 | Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis bidang sistem dan teknologi Dokumen
informasi
3 | Memantau objek kerja bidang sistem dan teknologi informasi agar dalam pelaksanaan terdapat Dokumen
kesesuaian dengan rencana awal
4 | Mengendalikan program kerja bidang sistem dan teknologi informasi sesuai dengan prosedur dan Dokumen
ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
5 | Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan Laporan
bidang sistem dan teknologi informasi agar program dapat terlaksanan secara terpadu untuk
mencapai hasil yang optimal
6 |Melakukan penelaahan berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan Dokumen
pekerjaan di bidang sistem dan teknologi informasi
7 |Menyusun konsep pemecahan masalah terhadap objek kerja di bidang sistem dan teknologi Dokumen
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SATUAN
NO URAIAN JENIS KEGIATAN HASIL KERJA
informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai hasil telaahan
8 | Menyusun konsep rekomendasi atas hasil telaahan obyek kerja di bidang sistem dan teknologi Dokumen
informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai hasil telaahan untuk bahan
pertimbangan kebijakan pimpinan
9 | Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan Dokumen
yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya
10 | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan Laporan
Pengolah Data dan Informasi
SATUAN
NO URAIAN JENIS KEGIATAN HASIL KERJA
1 | mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk Dokumen
mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data terkait dengan rencana kerja
jangka panjang dan rencana kerja jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, pemberian
bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian, program pinjaman
luar negeri dan dalam negeri, program pembangunan, program prioritas tahunan, rencana kerja
dan anggaran, dokumen anggaran, data dan teknologi informasi di bidang perkeretaapian,
evaluasi dan pelaporan kinerja, laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan
2 | mengumpulkan dan memeriksa data terkait rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja Dokumen

jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana
regional dan lokal di bidang perkeretaapian, program pinjaman luar negeri dan dalam negeri,
program pembangunan, program prioritas tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen
anggaran, data dan teknologi informasi di bidang perkeretaapian, evaluasi dan pelaporan
kinerja, laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku
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NO

URAIAN JENIS KEGIATAN

SATUAN
HASIL KERJA

menganalisis data rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja jangka menengah, tinjau
ulang rencana kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang
perkeretaapian, program pinjaman luar negeri dan dalam negeri, program pembangunan,
program prioritas tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen anggaran, data dan teknologi
informasi di bidang perkeretaapian, evaluasi dan pelaporan kinerja, laporan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang
masuk

Dokumen

menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis obyek kerja pada masing-masing bidang
sesuai dengan tugas fungsi organisasi yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk mengetahui volume dan jenis obyek kerja yang akan diolah

Dokumen

mencatat perkembangan dan permasalahan obyek kerja pada masing-masing bidang sesuai
dengan tugas fungsi organisasi secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

Dokumen

mengolah dan menyajikan obyek kerja pada masing-masing bidang sesuai dengan tugas fungsi
organisasi dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lanjut

Dokumen

melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan pada masing-masing bidang sesuai dengan tugas
fungsi organisasi kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban

Laporan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan

Laporan
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6. . Pengadministrasi Perkantoran

SATUAN
NO URAIAN JENIS KEGIATAN HASIL KERJA
1 | Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk dan surat keluar terkait rencana kerja jangka Dokumen
panjang dan rencana kerja jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, pemberian bimbingan
penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian, program pinjaman luar negeri
dan dalam negeri, program pembangunan, program prioritas tahunan, rencana kerja dan
anggaran, dokumen anggaran, data dan teknologi informasi di bidang perkeretaapian, evaluasi
dan pelaporan kinerja, laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian
2 | Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, Dokumen
agar memudahkan pengendalian
3 [ Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan Dokumen
ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian
4 | Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib Dokumen
administrasi
5 | Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengadministrasian perkantoran Dokumen
Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan pada masing-masing bidang sesuai dengan tugas Laporan
fungsi organisasi kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban
7 | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis Laporan
maupun lisan
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Kepala Bagian Keuangan

SATUAN
NO URAIAN JENIS KEGIATAN HASIL KERJA

1 |Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan Dokumen
administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Direktorat Jenderal Perkeretaapian

2 |Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan revisi anggaran Direktorat Jenderal Dokumen
Perkeretaapian

3 | Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan pembinaan Dokumen
tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

4 | Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan anggaran di lingkungan Dokumen
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

5 | Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi anggaran Direktorat Jenderal Dokumen
Perkeretaapian

6 | Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembukuan dan perhitungan anggaran Dokumen
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

7 | Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan tata usaha keuangan di lingkungan Direktorat Dokumen
Jenderal Perkeretaapian

8 | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis Laporan
maupun lisan

Penelaah Teknis Kebijakan
SATUAN
NO URAIAN JENIS KEGIATAN HASIL KERJA
1 | Menginventarisasi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait Dokumen

dengan anggaran, rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,
revisi anggaran, barang milik negara, tata usaha keuangan, tata kelola Badan Layanan Umum,




